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CARA HIDUP MODERN VERSUS ISLAMI Cara hidup modern adalah cara hidup yang dilandasi oleh sikap materialistik dan keduniaan, yang dipicu oleh paham rasionalisme dan humanisme. Keduanya memutus kaitan antara kehidupan dunia dan kehidupan akherat. Konstruksi dari cara hidup modern adalah sekularisme dalam kehidupan sosial dan politik serta materialisme dalam kehidupan ekonomi. Teknik yang dipakai untuk membangun konstruksi kehidupan modern adalah sistem negara-bangsa, berdasarkan pada konstitusionalisme, serta pemraktekan riba melalui perbankan. Keduanya saling menopang, terintegrasikan, untuk melestarikan cara hidup ini secara keseluruhan. Sistem kehidupan modern inilah yang dapat disebutkan dalam satu terminologi yang masif, yakni kapitalisme. Kapitalisme, dalam perspektif Islam, adalah sistem yang dibangun di atas fondasi riba dan menjadikan riba sebagai doktrin yang absolut. Dalam perspektif ini sosialisme pun adalah kapitalisme dalam versi lain, yakni kapitalisme negara (state capitalism). Sebab paham kapitalisme dalam negara modern telah ditetapkan dalam konstitusi dengan elemen utama di dalamnya berupa sistem bank sentral, uang kertas, dan pajak. Saat ini praktis tidak ada satu pun negara modern di dunia ini yang bukan negara kapitalis – dengan sistem demokrasi atau komunis atau lainnya. Konstitusi merepresentasikan dogmatisme hukum negara modern - disebut demokrasi atau bukan - semuanya sama di seluruh muka bumi ini, menopang kapitalisme sebagai cara hidup modern. Karena itu gagasan tentang ’Konstitusi Islam’, satu gagasan pokok dalam modernisasi Islam, menunjukkan inkonsistensinya. Syariah dan konstitusi adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Cara hidup Islami, kebalikan dari cara hidup modern, adalah cara hidup yang dilandasi oleh spiritualitas, yang didasarkan kepada Tauhid dan dengan tujuan untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah. Islam menyatukan kehidupan di dunia dan di akherat. Cara hidup Islami dijalankan dalam kehidupan sehari-hari mengikuti tatanan alamiah, dalam masyarakat yang saling tolong-menolong, yang terikat dalam satuan komunitas di bawah suatu otoritas pemimpin (disebut sebagai jamaah). Modus operandi tatanan masyarakat Islami adalah pemerataan kesejahteraan melalui muamalat dan penerapan hukum Islam (syariah) di bawah otoritas kepemimpinan yang diakui dan diikuti oleh warga masyarakat bersangkutan.



Satuan-satuan organis komunitas Islam, pada tingkat yang paling dekat dengan kehidupan seseorang, diatur dan dikelola melalui Amirat. ________________________________________________________________________ Dalam kehidupan modern perngorganisasian masyarakat dilakukan melalui satu struktur kaku dalam bentuk negara-bangsa (nation-state). Bentuk negara strukturalis ini semakin hari semakin monolitik, berupa mesin politik yang disebut demokrasi. Demokrasi dipromosikan sebagai sistem negara yang ’terbaik’, karena dijalankan dengan prinsip ’pemisahan kekuasaan dalam tiga pilar demokrasi’, yakni legislatif (fungsi pembuatan peraturan), yudikatif (fungsi peradilan), dan eksekutif (fungsi pemerintahan). Negara demokrasi dalam prakteknya adalah sebuah negara fiskal (fiscal state), suatu struktur kekuasaan yang dibangun, dijalankan, dan dilesarikan dengan Website Wakala Induk Nusantara: www.wakalanusantara.com | Twitter: @ZaimSaidi
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pembiayaan dari perbankan di satu sisi dan atas dasar pemajakan kepada warganya di lain sisi demi tujuannya sendiri. Utang dan pajak adalah jaminan keberlangsungan kesatuan sistem itu sendiri. Implikasi dari sistem ini adalah dicabutnya kebebasan inidvidu tiap anggota warga masyarakat di bawah kontrol dan intrusi negara ke wilayah pribadi seseorang. Di bawah nanti kita akan membahas kembali asal mula kelahiran negara modern yang semuanya bermula dari Revolusi Perancis ini, dan menunjukkan watak tiraniknya sejak awal. Instrumen utama dalam melestarikan sistem negara fiskal adalah pencetakan uang kertas dan pemaksaan pemakaiannya oleh negara sebagai satu-satunya alat tukar dalam transaksi, melalui undang-undang alat tukar (Legal Tender Law). Meskipun pada dasarnya tidak akan ada seorang pun yang menyetujuinya – karena itu harus dipaksakan melalui undang-undang negara - pajak ditarik atas nama warga negara. Sementara pajak itu sendiri semakin hari semakin diperbesar dan diperluas cakupannya. Pada mulanya negara menarik pajak kepada warganya secara terbatas, atas dasar pemilikan aset (pajak bumi dan bangunan), kemudian atas dasar hasil tetesan keringat (pajak pendapatan), kemudian atas apa saja yang ditransaksikan (pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, pajak perjalanan, pajak hiburan, retribusi, cukai, pajak lingkungan hidup, dan seterusnya). Bahkan uang kertas itu sendiri adalah sebentuk pajak, walaupun tidak banyak disadari oleh masyarakat umum, yang akan kita bahas lagi di bawah nanti. Slogan ’no taxation without representation’ menggambarkan dengan jelas hubungan antara demokrasi modern dan pengabsahan pajak dalam sistem ini. Dalam kenyataannya tidak seorang pun dapat mewakili kepentingan orang lain. Maka slogan yang lebih tepat dalam sistem demokrasi seharusnya adalah ’no representataion only taxation.’ Bentuk demokrasi, dalam arti yang sebenarnya yang sesuai dengan makna kata demos dan kratos (kekuasaan oleh rakyat), hanyalah yang berlaku di zaman Yunani kuno dulu, yang berada dalam konteks tertentu: negara kota dengan jumlah penduduk terbatas. Dalam demokrasi asli ini semua penduduk kota terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Di sini tidak dikenal istilah perwakilan. Dalam demokrasi modern para ’wakil rakyat’ menghindari bertanggungjawab (accountable) atas segala keputusan politiknya. Dia selalu mangatakan setiap keputusan yang diambilnya sebagai ’atas nama rakyat’, sebagai cara untuk menghindari tanggung jawabnya sendiri. Dalam masyarakat Islami diakui keharusan adanya kepemimpinan tetapi tidak membuat mereka (para pemimpin) berpretensi mewakili kehendak masyarakat. Mereka sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan keputusannya. Dalam hal ini yang terpenting adalah bukan soal apakah para pemimpin ini seorang ’politisi yang baik atau buruk’ - seperti klaim para penganjur demokrasi Islam yang hendak menghasilkan politisi yang baik - tetapi bahwa mereka bertanggung jawab atas kehendak mereka sendiri. Dengan kata lain, suatu keputusan seperti pemajakan kepada warga negara tidak dapat diklaim sebagai sebuah keputusan sukarela seseorang (warga negara) yang ditimpakan kepada dirinya sendiri. Karenanya pemajakan adalah sebuah tindak penindasan kepada warga masyarakat. Bahkan, Proudhon, seorang sosialis sekuler saja mengatakan ’tak seorangpun boleh dibebani dengan sesuatu yang tidak dibelinya’.
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Dalam Islam satu-satunya bentuk pajak personal yang dibolehkan adalah zakat. Rasulallah SAW menyatakan ’Tiada hak atas harta seseorang kecuali dari zakatnya.’ (Sebagaimana disampaikan oleh Imam al Mawardi, Al Ahkam as Sultaniyyah, 168).



Dalam al-Qur’an, Surat An Nisa 29, Allah SWT juga menegaskan kepada orangorang yang beriman untuk ’jangan memakan harta saudara secara batil, kecuali melalui perdagangan sukarela’. Klaim sementara pihak yang mengatakan bahwa masyarakat, atau sebuah bangsa, tidak mungkin dapat berlangsung kecuali dengan pajak adalah mitos belaka. Bentuk pajak yang dibolehkan, kalaupun ada, adalah yang bukan pajak personal dan karena sifatnya yang timbal-balik (reciprocal), semacam bea dan cukai dalam perdagangan internasional. Dalam pengalaman sejarah umat Islam yang telah berlangsung berabad-abad di berbagai wilayah – dari wilayah Utsmani, Hijaz, Mesir, Andalusia, Afrika Utara, India-Moghul, sampai Nusantara - bangsa-bangsa ini bukan saja bisa sekadar hidup tanpa pajak tapi bisa ’sangat maju’. Kuncinya adalah, dalam Daulah Islam, harta dan kemakmuran tidak dibenarkan menumpuk di tangan segelintir orang, melainkan niscaya harus bergerak dan merata. Pajak hanya dibutuhkan demi keberlangsungan sebuah struktur negara untuk tujuannya sendiri. Negara fiskal, sebagaimana akan diuraikan di bawah nanti, memajaki rakyat karena kepentingan untuk mempertahankan dirinya sendiri (membiayai birokrasinya), serta melunasi utang kepada para kapitalis yang menyokongnya, yang dikemas, terutama, sebagai Utang Nasional. Negara fiskal, melalui instrumen demokrasinya, adalah sebuah sistem penindasan yang sangat absurd: warga negara diminta memilih orang-orang yang kemudian membangun sebuah struktur birokrasi yang melestarikan penindasan itu sendiri. Negara fiskal dijalankan sepenuhnya dengan merampas kebebasan individu warga, yang berpuncak pada perampasan kebebasan bertransaksi dan atas pemilikan harta pribadi (melalui pemaksaan uang kertas dan pemajakan berlapis yang telah tersebut di atas). Demokrasi versus Nomokrasi Pengorganisasian masyarakat Islam dilaksanakan dalam suatu tatanan masyarakat kesejahteraan yang dijalankan oleh suatu Daulah, mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam syariah. Menurut Syekh Abdalqadir As-Sufi (2002) dalam bukunya Sultaniyya kata Daulah (Arab: Dawla) memiliki akar kata dal-alif-lam dan memiliki arti ’merubah setiap saat, mengambil giliran, menggantikan dan memutar’. Kata ini juga bermakna ’memenangkan dan mengungguli’; juga memiliki arti ’menukar, dan meneruskan’. Dari sini dijelaskan pengertiannya yang lebih luas bahwa tatanan politik Islam harus didasarkan kepada pergerakan dan pemerataan kekayaan. Tiga kekuatan yang melekat di dalamnya yang akan menggerakkan kekayaan ini adalah: pasar dan Website Wakala Induk Nusantara: www.wakalanusantara.com | Twitter: @ZaimSaidi
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perdagangan, zakat, dan, sebagai instrumen pemerataan terakhir, melalui jalan pembagian harta pampasan perang (ghanam). Tatanan politik Islam dapat dikenali sebagai Nomokrasi: bermakna ’hukum yang berkuasa’ (rule of law). Berbeda dari demokrasi yang mengenal tiga pilar sebagaimana disebut di atas nomokrasi hanya mengenal dua pilar: eksekutif dan yudikatif. Dalam tata pemerintahan Islam tidak dikenal lembaga legislatif. Dengan kata lain, berbeda dari negara demokrasi yang mengatur kehidupan berdasarkan ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh manusia (legislatif), dan karena itu kekuasaan (sovereignty) ada di tangan beberapa orang (yang disebut sebagai Parlemen itu), nomokrasi Islam mengatur kehidupan berdasarkan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariah. Konsekuensi pertama dari tata pemerintahan yang berbeda ini adalah ada atau tidaknya ’kelas politisi’. Dalam demokrasi, dengan sendirinya, diciptakan kelas politisi, yang mengklaim diri mereka sebagai mewakili warga negara lainnya, tetapi dalam kenyataannya hanya bertindak untuk menjaga kepentingan tertentu yang diabdinya. Paling jauh mereka mewakili kepentingan pribadi mereka. Dalam nomokrasi Islam tidak dimungkinkan terciptanya ’kelas politisi’, apalagi ’kelas kapitalis’, karena dua alasan. Pertama, Islam tidak mengenal konsep perwakilan politik sebagaimana telah disebutkan di atas. Kedua, karena riba dilarang dalam Islam, mekanisme utama terbangunnya kapitalisme tidak dimungkinkan. Untuk mempertegasnya, sekali lagi, tata pemerintahan Islam tidak dijalankan atas dasar kekuasaan pada manusia (konstitusi, Parlemen) melainkan atas dasar ketentuan hukum (rule of law, syariah). Hukum buatan manusia bukanlah hukum yang sebenarnya yang bertujuan menciptakan keadilan, melainkan cerminan kepentingankepentingan mereka yang menyusunnya. Dalam nomokrasi, kalaupun ada semacam Parlemen maka perannya bukanlah membuat dan menetapkan undang-undang, tetapi merupakan lembaga konsultatif, yang dikenal sebagai shura. Hukum syariah juga bukan ’milik’ eksekutif, karena ia bersifat abadi. Para fuqaha yang mengendalikan cabang eksekutif semata-mata hanya menafsirkan syariah berdasarkan ketentuan fikih. Kita akan kembali membahas soal ini nanti, dan menunjukkan kekeliruan para pembaru Islam, yang mengajukan suatu konsepsi yang disebut sebagai ’sistem hukum modern berdasarkan syariah’. Pembentukan otoritas dalam nomokrasi Islam, yang sekaligus menjadi sumber legitimasinya, tidak dilakukan dengan cara ’pemilihan umum’ sebagaimana dalam sistem demokrasi, melainkan melalui pengakuan langsung atas otoritas sang pemimpin (baiat). Pengakuan dan pembentukan otoritas (amr), dalam Islam, wajib hukumnya. Al Mawardi dalam bukunya, Al Ahkam as-Sultaniyyah mengatakan ’Kepemimpinan ditetapkan untuk melanjutkan kerasulan sebagai cara untuk menjaga dien dan mengelola urusan dunia’. Ibn Khaldun, dalam bukunya Muqaddimah, juga menyatakan hal yang sama. Ia mengatakan ’otoritas untuk dapat melakukannya [memenuhi ketetapan syariah dan urusan dunia] dipegang oleh wakil hukum agama, yakni Rasul; dan kemudian pihak yang meneruskannya, para khalifah’. Dan otoritas yang terbentuk ini, seperti telah disinggung di atas, tidak mewakili kehendak kolektif rakyat – yang bisa benar atau salah - tetapi mewakili kehendak Allah, yang tidak mungkin salah. Satu-satunya standar untuk mengevaluasi otoritas bersangkutan adalah apakah ia accountable atau tidak terhadap ketetapan syariah. Dengan kata lain, sang pemimpin, harus tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi yang bukan datang dari manusia lain Website Wakala Induk Nusantara: www.wakalanusantara.com | Twitter: @ZaimSaidi
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(yang diklaim sebagai ’rakyat’ [Konstitusi] dalam sistem demokrasi), tapi dari Allah. Di sini fungsi sebenarnya para fuqaha, sebagai kekuatan pengendali para pemegang otoritas, bukan seperti yang terjadi di zaman kini ketika para ulama justru mengambilalih kepemimpinan umat. Akibatnya, terbentuklah semacam ’kerahiban’ di satu sisi, dan kevakuman kepemimpinan politik umat di lain sisi. Dalam buku-buku teks ilmu politik pandangan semacam ini, tentu saja, tidak pernah dituliskan. Sebab teori politik modern didasarkan kepada keyakinan bahwa ’kekuasaan’ ada di tangan ’rakyat’ dan di luar itu diberi arti sebagai tirani. Dalam Islam otoritas tertinggi dan valid tiada lain, tentu saja, adalah yang ada pada Allah sendiri. Inilah nomokrasi, yang secara pejoratif, acap dilabelisasi sebagai teo-krasi. Nomokrasi merupakan tatanan masyarakat yang berdasarkan pada fitrah. Sedangkan demokrasi, atau tepatnya sistem negara struktural, adalah tatanan masyarakat yang dikendalikan oleh sebuah mesin kekuasaan, sistem yang dirancang atas dasar rasionalisme Barat. Tujuan negara struktural adalah untuk mengendalikan dan menindas hak-hak pribadi warga negaranya sendiri. Dalam konteks ini dengan mudah dapat ditunjukkan inkonsistensi ’teori politik Islam’ yang mengajarkan tentang ’demokrasi Islam’. Seorang pemimpin yang menetapkan bahwa ’riba itu haram’ berarti ia bertindak ’mewakili’ Allah dengan menjalankan syariah. Ia menjadi seorang penguasa yang accountable. Sedang demokrasi adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak. Seandainya mayoritas, kehendak kolektif publik, mengatakan bahwa ’riba itu halal’ dan penguasa mengikutinya dan memutuskan bahwa riba itu halal’, ia telah bertindak demokratis. Tapi, keputusan ini tidak lantas menafikan ketetapan syariah, bahwa ’riba itu haram’. Hal ini hanya membuktikan bahwa ’perwakilan rakyat’, bagaimana pun, tidak akan dapat melangkahi otoritas Allah. Daulah Islam, berbeda dari negara fiskal, tidak menarik pajak dari warganya. Satu-satunya ’pajak’ yang ditariknya, secara terbatas kepada orang kaya saja dan dalam proporsi yang sangat kecil (tergantung komoditas yang terkena ketentuan), adalah zakat. Zakat, tidak seperti pajak, tidak sedikitpun yang dibolehkan untuk dipakai membiayai keperluan pemerintahan, melainkan sepenuhnya harus didistribusikan kepada anggota masyarakat yang berhak. Pembagian zakat harus dilaksanakan dalam waktu sangat segera dan karenanya tidak dimungkinkan terjadinya penimbunan (yang dalam konteks sekarang berarti berada dalam sistem perbankan). Pendapat sejumlah orang yang mengatakan bahwa pajak adalah ’zakat modern’ sungguh keblinger. Zakat bukan (sumber) pendapatan pemerintah, tetapi merupakan bagian dari kewajiban pelayanan pemerintah kepada masyarakat. ________________________________________________________________________ Nomokrasi Islam adalah welfare state yang sejatinya, meskipun penyebutan state di sini, dengan embel-embel islamic di bagian depannya sekali pun, adalah sama sekali tidak tepat. Sangat penting bagi kita untuk memahami makna istilah ’negara’ ini secara tepat. Kita harus menemukan padanan yang paling sesuai dalam hukum Islam untuk suatu pengertian yang mengacu kepada suatu fungsi otoritas. Istilah yang tepat untuk itu hanyalah ’pemerintahan’ (government) bukan ’negara’ (state) yang secara lebih tepat Website Wakala Induk Nusantara: www.wakalanusantara.com | Twitter: @ZaimSaidi
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berarti ’negara fiskal’ (fiscal state) sebagaimana telah diuraikan di atas. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, dan akan kita buktikan segera di sini, negara fiskal adalah konsepsi negara kapitalis yang asing bagi Islam. Dengan sangat mudah dapat dibuktikan, di dalam mesin kekuasaan negara fiskal – negara-negara republik dan demokratis atau monarki parlementer atau negara sosialis - sebagian besar pajak yang dikumpulkan negara dari rakyatnya berasal dari atau kembali kepada (sistem) perbankan. Modus ini beroperasi sejak awal terbentuknya negara fiskal ini, mengikuti diakhirinya tata pemerintahan personal di Eropa pada awal abad ke-18 dan abad ke-19. Perubahan radikal tata pemerintahan ini dimulai oleh Revolusi Perancis (1789), kemudian Revolusi 1848 (gerakan republikanisme) yang terjadi di berbagai wilayah Eropa. Dalam kapitalisme lanjut di zaman modern kini negara-bangsa justru kembali menjadi tidak relevan. Kedaulatan politik pada tingkat pemerintahan nasional telah hilang karena telah dipisahkan dari motor sumber kekuasaan itu, yakni uang. Rezim pemerintahan sah yang dibentuk melalui prosedur demokratis (Pemilihan Umum) tidak lagi memiliki kewenangan, karena telah diambilalih oleh ’Kekuatan Uang’ internasional. Prosedur pemilu demokratis itu sendiri telah sepenuhnya menjadi sekadar formula aritmatik yang berfungsi sebagi mesin politik yang menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas buruk yang sebelumnya – melalui mekanisme partai politik - telah ditapis oleh kekuatan uang. Siapapun yang mampu mengumpulkan angka (suara) terbanyak, yang dapat diperoleh dengan kekuatan uang (tanpa harus berarti membeli suara), dia yang akan memimpin. George Bernard Shaw mendefinisikan demokrasi dengan sangat tepat sebagai ‘Siapapun yang dipilih oleh semua orang’ (Anybody chosen by every body). ’Semua orang’ yang memilih itu pun, semakin hari semakin sedikit, karena tingkat partisipasi pemilih yang menyusut – di AS dan negara-negara Eropa Barat tinggal 40-60% dari penduduk yang berhak memilih. Semakin banyak orang yang berhak memilih menjadi Golongan Putih (Golput). Dan di antara mereka yang datang ke bilik pencoblosan pun teramat jarang memberikan dukungan mayoritas (bahkan pada batas bawah 50+1% sekalipun) kepada seseorang kandidat, yang mencerminkan tingkat kepercayaan publik kepada para politisi yang semakin rendah. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Langsung Presiden di Indonesia, yang baru pertama kali dilakukan (2004) memang relatif tinggi, sekitar 92%. Tapi kasus ini tidak dapat menjadi ukuran karena pada dasarnya yang terjadi di Indonesia, khususnya di zaman Orde Baru, adalah mobilisasi pemilih, bukan partisipasi sukarela. Selain, tentu saja, dalam kasus Pemilu Presiden 2004, lebih karena faktor antusiasme publik atas sistem pemilu baru yang berbeda dari sebelumnya. Indikasi yang lebih tepat adalah yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang menyusulnya kemudian, yang di Indonesia juga baru pertama kalinya dilakukan, sejak pertengahan 2005. Dalam waktu setahun di Indonesia telah berlangsung 205 kali Pilkada (Tingkat Kabupaten/Kota Madya). Tingkat rata-rata Golongan Putih mencapai angka 29,3%. Namun, bila dilihat per daerah, maka tingkat Golput banyak yang mencapai 30-40%. Pengamatan yang lebih jauh pada suara yang menentukan atas kemenangan para kandidat menunjukkan angka yang lebih rendah lagi. Hampir 70% (137 daerah) kemenangan Pilkada hanya mendapat dukungan suara di bawah 51%. Salah satu contoh rendahnya dukungan ini diperlihatkan, misalnya, pada pemenang pilkada di Kota Pematang Siantar, Sumatra Utara, yang hanya meraih 24.115 suara atau hanya 15,7% dari total pemilih Website Wakala Induk Nusantara: www.wakalanusantara.com | Twitter: @ZaimSaidi
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(Kompas, 20 Juni 2006). Angka penentu kemenangan pada kasus Pilkada Pematang Siantar di atas, yang cuma mencapai tak sampai 16%, jauh di bawah aturan minimal dukungan 25% sebagai pemenang menurut Undang-undang No 32/2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah. Jadi, sejak kelahirannya di Indonesia, demokrasi sebagai sebuah prosedur pun praktis telah mati.



Ada dua hal ekstrem yang menjamin kemenangan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang telah dilakukan di sekitar 220 daerah di Indonesia, yaitu: mereka yang punya banyak uang dan yang berani membuat janji muluk. Prof. Dr. Riyas Rasyid (Mantan Menteri Negara Otonomi Daerah, Kompas, 1 Agustus 2006)



Lebih jauh, Pemilu sebagai perwujudan ’kebebasan memilih’ dan ’menghasilkan perwakilan’ dengan jelas adalah ilusi belaka. Para kandidat ’wakil rakyat’ telah ditentukan oleh partai politik. Jumlah kandidat presiden yang disodorkan kepada pemilih umumnya hanyalah dua orang, atau dalam kasus Indonesia (Pemilu 2004) adalah lima orang, sebelum tersaring menjadi dua untuk akhirnya dipilih salah satu di antaranya. Bahkan penentuan atas sistem demokrasi itu sendiri sebagai sebuah pilihan, pada awalnya di mana pun ia diterapkan, tidak pernah dilakukan melalui cara demokratis dengan ditanyakan kepada rakyat banyak. Demokrasi secara efektif telah semata-mata menjadi instrumen negara fiskal. Dalam aras makro nanti akan kita buktikan bahwa kebijakan pemerintahan demokrasi tak lebih dari menjalankan keputusan dan keinginan kekuatan kapitalis, lebih tepatnya para bankir internasional, belaka. Terlalu banyak bukti untuk dikemukakan di sini tentang keputusan-keputusan politik, baik oleh Parlemen maupun Presiden terpilih dalam sistem demokrasi (mulai dari di Amerika, di negara-negara Eropa Barat, sampai di Indonesia), yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Jauh hari sejarahwan D.H Lawrence telah menyimpulkan perbedaan sistem baru (demokrasi-konstitusional) yang menggantikan model monarki, bukanlah pada soal republik atau kerajaannya, tapi soal siapa yang dapat menguasainya. Kesimpulan Lawrence adalah ’jika seseorang memiliki kemampuan menghasilkan uang, ia bisa pada akhirnya memerintah republik.’ Baginya negara modern tak lebih dari sebuah ’negara komersial’. Dalam konteks ini ada perlunya kita mengingat kembali peringatan dini yang diberikan oleh Plato tentang kaitan antara suatu sistem politik dengan nafs manusia. Dalam pandangan Yunani awal ini dekadensi manusia ditunjukkan pada perubahan wataknya yang semakin hari semakin rendah: dari kecintaan pada pencarian kebenaran (pada diri para filosof), turun kepada kecintaan kepada status (para kesatria), kemudian melorot pada kecintaan akan harta (para plutokrat), dan terakhir kecintaan pada segala keinginan syahwatinya (para demokrat). Plato, dalam buku terkenalnya, Republic, telah memperingatkan kita bahwa beragam watak manusia ini akan tercerminkan di dalam sistem sosial-politik yang Website Wakala Induk Nusantara: www.wakalanusantara.com | Twitter: @ZaimSaidi
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menjadi pilihan. Dalam hal ini, menurut Plato, sistem politik demokrasi – dalam versi modernnya sebagai penggerak bentuk negara fiskal yang telah disebut di atas – akan menunjukkan watak manusia materialistik-hedonis tersebut. Demokrasi adalah sistem politik buruk bagi manusia berwatak buruk. Sosok manusia modern yang kita lihat hari ini, dengan mengacu pada pandangan ini, adalah sosok manusia berwatak terendah, materialistik dan hedonistik, yang diakomodasikan dengan nyaman dalam kapitalisme modern. Dalam konteks Islam sumber terbaik umat manusia, tiada lain, adalah mereka yang hidup di masa awal Islam yang oleh Rasulallah SAW dijelaskan sebagai ’tiga generasi pertama’, yakni generasi Sahabat, Tabi’un (Pengikut Sahabat), dan Tabi’utTabi’un (Para Pengikut-Pengikut-Sahabat). Secara umum mereka dikenal sebagai Penduduk Madinah (Ahlul Madinah), dan perilakunya disebutkan sebagai ’Amal Madinah. Di sinilah, dari sisi yang berbeda, kita dapat melihat perbedaan kontras antara cara hidup Islami dan cara hidup modern. Kehidupan modern mengandaikan adanya ’kemajuan’, progress, menuruti kriteria dan ukuran-ukuran kapitalisme yang bertolak belakang dengan Islam, yang mengukur kualitas manusia berdasarkan tradisi. Dengan kriteria tradisi ini, serupa dengan kriteria Platonik yang barusan disebut di atas, manusia modern adalah manusia yang terus mengalami dekadensi. Ekonomi versus Muamalat Konsep kunci dalam perekonomian Islam (pengertian yang tepat adalah muamalat, dan bukan ’ekonomi Islam’!) adalah pelarangan riba dan pajak. Hal ini secara fundamental memisahkan Islam dari kapitalisme. Pelarangan riba mengenyahkan kemungkinan terakumulasinya kapital yang bermula dari (penciptaan) kredit oleh bank yang sangat menguntungkan perbankan. Memberikan kredit, bagi perbankan, adalah menciptakan uang dari kehampaan. Pelarangan riba juga mencegah terakumulasinya kekuasaan melalui (muslihat) konsep pemilikan mayoritas. Konsep struktur pemilikan kapitalistik (atas dasar mayoritas saham) bukan saja bertentangan dengan hukum kontrak dalam Islam (syirkat) tetapi juga, de facto, merupakan bentuk perampasan atas hak milik pribadi orang lain (pemegang saham minoritas). Dalam muamalat juga tidak dikenal istilah ’investor tidur’. Kemungkinan terbentuknya sebuah kemitraan investasi, dalam Islam, hanyalah melalui qirad (disebut juga sebagai mudharabah), sedangkan dalam kontrak syirkat mensyaratkan keterlibatan ke dua belah pihak secara adil. Selanjutnya muamalat bila dijalankan dengan benar akan dengan sendirinya menghilangkan apa yang dalam sistem kapitalis dikenal sebagai ’kelas pekerja’ (working class). Muamalat menghilangkan kemungkinan timbulnya persoalan yang hari ini disebut sebagai ’pengangguran massal’. Sebab model hubungan ’buruh-majikan’ dalam pabrik-pabrik yang inheren dalam sistem kapitalis digantikan dengan model hubungan ’master-apprantice’ (mu’allim-mubtadi’) dalam gilda-gilda (sinf). Gilda merupakan satuan usaha yang cocok dengan bentuk kontrak syirkat, mengikuti kaidah muamalat. Selain itu, para anggota guilda mengembangkan etika futuwwa yang memberikan penghargaan kepada mereka yang murah hati, mau berkorban, disiplin, dan patuh kepada senior dan sederhana. Mengembalikan gilda dalam tatanan masyarakat hari ini bukanlah sebuah romantisme pada kejayaan model satuan-satuan usaha otonom pada abad pertengahan. Website Wakala Induk Nusantara: www.wakalanusantara.com | Twitter: @ZaimSaidi
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Sebab, bahkan para kapitalis modern sekarang pun, telah membuktikan bahwa struktur ’self-managed team’ yang menyerupai gilda-gilda terbukti paling efisien dalam proses produksi. Dalam konteks Islam, kontrak-kontrak bisnis yang benar (syirkat), dengan sendirinya akan beroperasi dalam bentuk gilda-gilda atau, bila bentuknya kemitraan investasi, akan beroperasi sebagai qirad. Yang terakhir ini akan mengembalikan berjalannya perdagangan yang sebenarnya, melalui kafilah-kafilah pedagang (karavan), dan bukan sekadar ’konvoi distributor’. Muamalat merupakan penegasan dan perlindungan pada perdagangan. Allah menegaskan dalam al-Quran, Surat Al Baqarah ayat 275, bahwa ’perdagangan dihalalkan dan riba diharamkan’. Muamalat memastikan persamaan hak bagi semua pemain di pasar, bukan saja terhadap akses, melainkan juga atas prasarana dasar perdagangan. Konsep dasar muamalat dalam menjamin berjalannya perdagangan Islami (adalah mustahil sesuatu yang dihalalkan tidak dapat dijalankan) adalah pendirian pasarpasar terbuka. Ini berarti bahwa model perdagangan Islam, sekali lagi untuk memperlihatkan kontrasnya dengan kapitalisme, sama sekali berbeda dari pasar yang umum kita lihat hari ini. Apa yang dalam kapitalisme disebut sebagai perdagangan, dalam bentuk mal-mal dan pasar-pasar swalayan (mini, super, sampai hyper-market), sama sekali bukan perdagangan dalam pengertian muamalat. Dalam perspektif muamalat kita dapat menyebut sistem ini sebagai distribusi monopolistik. Perhatikan saja sekeliling kita. Warung-warung dan toko-toko kelontong setiap hari semakin berkurang, digantikan hanya oleh dua jaringan mini-market, Alfamart dan Indomart, yang semakin hari semakin merajalela sampai ke kampung-kampung penduduk. Sementara pasar-pasar swalayan lain, yang berskala menengah, juga semakin berkurang digantikan oleh sejumlah kecil hyper market berskala besar. Perbedaan mendasar antara ’distribusi’ dan perdagangan adalah ada atau tidaknya prasarana perdagangan umum dan terbuka yang dapat diakses kapan pun oleh siapa pun yang hendak berdagang dengan posisi setara. Pasar, dalam ajaran Islam, selain terbuka bagi setiap orang, tidak boleh dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Rasulallah SAW menyatakan bahwa ’Sunnah-ku di pasar sama dengan Sunnah-ku di masjid’. Maka, bahkan mendirikan bangunan permanen di pasar, yang mengakibatkan tertutupnya akses bagi umum, juga tidak dibenarkan apalagi menguasainya. Para pedagang Muslim sejati, sepanjang sejarah Islam, selalu bergerak bebas, sendiri-sendiri maupun dalam kafilah-kafilah dagang (Karavan), dari satu pasar terbuka ke pasar terbuka lainnya.



Dalam pengalaman sejarah Islam pasar-pasar selalu bergerak yang dicerminkan dari nama-namanya: suq al-ahad di Damaskus, suq al-thalatha di Baghdad, suq al-arba’a di Maswil, suq al-khamis di Fez dan Marakesh, dan sebagainya Chalmeta, 1976.
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Pasar-pasar ini tidak ada yang permanen. Hanya untuk keperluan pengamanan barang-barang berharga bangunan permanen di bangun sebatas sebagai gudang-gudang penyimpanan, sebagai fasilitas umum. Pasar pertama di Madinah yang dibangun oleh Rasulallah SAW, baqi’ al-Zubayr, pun sepenuhnya merupakan lapangan terbuka. Terkait dengan keberadaan pasar-pasar terbuka ini adalah institusi wakaf, yang kemungkinan bentuknya tentu saja jauh lebih luas dari sekadar pasar, yang juga menjadi elemen penting kehidupan gilda-gilda. Di Indonesia kita tinggal merasakan sisa-sisa beroperasinya pasar-pasar Islami tersebut. Di Jawa Tengah masih dikenal nama-nama lima hari pasaran: Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, yang dulunya menandakan dibukanya pasar-pasar yang ’bergerak’ dari satu kota ke kota lain, secara bergiliran menurut hari-hari pasaran yang ditentukan. Di wilayah DKI Jakarta dahulu beroperasi sejumlah pasar yang dinamai berdasarkan hari-hari dalam sepekan: Pasar Senin, Pasar Rebo (Rabu), Pasar Jum’at, dan Pasar Minggu, yang kini tinggal nama belaka. Kalau pun masih ada yang berfunsi sebagai pasar, seperti Pasar Senen, ia telah berubah menjadi kumpulan mal dan pasar swalayan. Pengenaan segala bentuk retribusi dan pajak di pasar juga haram hukumnya, dengan jaminan oleh pemerintah (bukan justru memajaki para pedagang, sebagaimana dilakukan oleh negara fiskal). Di sini, sekali lagi, kita melihat bahwa pemerintahan negara kapitalis yang memajaki rakyatnya sendiri adalah sebuah otoritas yang mengingkari fungsinya sebagai pelindung masyarakat. Apalagi, akhirnya hanya sedikit saja pajak itu yang dikembalikan kepada rakyat, karena sebagian besar diserahkan sepenuhnya kepada rentenir sebagai cicilan utang. Dalam konteks Indonesia sebagaimana akan dibuktikan di belakang nanti, uang tersebut diserahkan kepada Bank Dunia, ADB (Asian Development Bank) dan IMF (International Monetary Fund); selain kepada bank-bank komersial lainnya. Itu pun hanya sanggup untuk mencicil bunganya, dan tidak pernah mampu mengurangi utang pokoknya. Nilai cicilan utang tiap tahunnya telah mencapai 45% dari nilai Produk Dometik Bruto (PDB). Total utang Indonesia sendiri, pada 2006, telah mencapai 134,74 miliar dolar AS (sekitar Rp 1.280 triliun). Muamalat, dengan gilda-gilda dan karavan, melalui kontrak-kontrak syirkat dan qirad, serta penyediaan pasar-pasar terbuka dan wakaf, menempatkan kembali pribadipribadi sebagai manusia bermartabat. Manusia tidak lagi diposisikan sekadar sebagai konsumen yang terus-menerus dieksploitasi untuk menyerap semua produk yang dihasilkan oleh industri. Pada saat yang sama, dalam posisi berbeda secara diametral dengan kapitalisme, muamalat membuktikan bahwa kapitalisme telah menempatkan manusia ke dalam posisi terendah dalam kehidupan ekonomi: sebagai buruh. Dan, posisi terendah ini, dalam pengertian ia juga merupakan bentuk kehidupan ekonomi yang paling tidak efisien. Kapitalisme, dalam prakteknya, telah menciptakan dan melestarikan suatu sistem yang tidak berbeda halnya dengan sistem perbudakan, entah disebut konsumen, buruh, atau pembayar pajak, atau debitur. Islam, dalam koridor syariah, membuka pintu kepada kebebasan individu yang sejatinya.
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IMPLIKASI REFORMASI ISLAM Merujuk pada perbedaan dua cara dan tatanan kehidupan di atas – Islam dan kapitalisme – jelas terlihat keduanya tidak dapat dikompromikan. Keduanya merupakan dua model kehidupan yang sama sekali berbeda. Maka, dapat dikatakan secara ringkas, modernisasi Islam sebagaimana telah berlangsung selama lebih dari seabad terakhir ini berarti menempatkan Islam (syariah) di bawah kapitalisme. Reformasi menjadikan Islam sebagai sesuatu yang dapat disebut sebagai ’Kapitalisme Islam’ yang tentu saja menjadi sebuah absurditas, sama absurdnya dengan mengatakan ’Wiski Islam’ atau ’Lotere Islam’. Secara skematis perbedaan dua cara hidup di atas dapat digambarkan sebagai berikut: Skema 1. Perbandingan Dua Cara Hidup Cara Hidup



Modern



Islami



Fondasi Dasar



Humanisme dan Materialisme



Tauhid



Pengorganisasian Sosial



Negara Fiskal:
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Konstitusionalisme dan Pajak
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Akumulasi Kekayaan







Pemerataan Kekayaan
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Perbankan



Perdagangan (syirkat dan qirad)







Zakat, Sedekah, Wakaf



Demokrasi: Pemilihan Umum



dalam Kapitalisme



Syariah: Baiat



Islam



Menurut Sidi Umar Vadillo (2003) keseluruhan proses reformasi atau pembaruan Islam di atas memang tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui tiga tahapan yang berbeda. Rantang waktu yang telah ditempuhnya pun cukup panjang, sejak akhir abad ke19, sampai awal abad ke-21 ini. Ketiga tahap ini memiliki tokoh pemikir dan penggerak yang berbeda-beda, tetapi merupakan rangkaian pemahaman, ideologi, dan ajaran yang sama, yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses modernisasi Islam ini dimulai pada tingkat gagasan di Mesir sejak akhir abad ke-19. Modernisme Islam awal ini berlanjut di dataran politik dengan mengentalnya gagasan ’negara Islam’, kemudian terus berlangsung sampai di awal abad Website Wakala Induk Nusantara: www.wakalanusantara.com | Twitter: @ZaimSaidi
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ke-21 ini, dengan islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan khususnya ekonomi. Melalui rangkaian proses pembaruan inilah Islam telah diasimilasikan ke dalam tata kehidupan kapitalistik. Ketiga tahapan ini disebut oleh Sidi Umar sebagai: 1. Tahapan Humanistik 2. Tahapan Utilitarian 3. Tahapan Asimilasi



Tahap humanistik dicirikan oleh orientasi awal gerakan pembaruan ini yang mengarah pada pendefinisian sistem nilai yang baru di dalam Islam agar sesuai dengan ‘masyarakat modern yang ilmiah’. Gagasan awal pembaruan Islam ini, menurut Sidi Umar, bermuara pada pengenalan fokus baru etika humanisme, yang kental dengan ideide tentang ‘persaudaraan antarmanusia’ dan ‘universalitas agama-agama’, dan tidak lagi berfokus pada kaum Muslim saja. Pelopor pembaruan dalam tahap ini terutama diwakili oleh tiga sosok: Jamaluddin Al ‘Afgani’, Muhammad Abduh, dan murid utamanya, Rashid Rida. Mereka mengumandangkan ‘ijtihad’ dan mengecam ’taqlid’ sebagai ’imitasi buta’ dan sumber kemandekan. Namun, sebagaimana akan diperlihatkan nanti, seruan ’ijtihad’ adalah kamuflase untuk menolak fikih tradisional demi melonggarkan kemungkinan berinovasi. Tahap awal humanistik ini kemudian diikuti dengan Tahap Utilitarian yang direpresentasikan oleh kehadiran Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh tokoh utamanya, Hasan al-Bana, di Mesir. Paralel dengan ini adalah gerakan serupanya yang berlangsung di India, dengan pelopornya, Abu’l-A’la-Maududi, melalui Jama’at iIslami-nya. Tahap ini dicirikan oleh adanya kesadaran untuk bertindak secara praktis dan menempuh cara-cara yang dapat dilakukan dalam konteks sosial-politik modern. Ciri lain dari tahap ini dapat dilihat pada gagasan ideal para pembaru yang bermuara pada pengambilalihan kekuasaan politik melalui cita-cita pendirian ‘Negara Islam’ melalui jalan ’Demokrasi Islam’. Mereka merumuskan Demokrasi Islam ini berdasarkan prinsip konsultasi (shura). Dalam masa menanti peralihan kekuasaaan ini para pengikut mereka kemudian mengembangkan strategi dakwah yang dikenal dengan sebutan Tarbiyah. Tahap paling lanjut, Tahap Asimilasi, dicirikan oleh sangat mencairnya nilainilai Islam secara cepat. Tujuannya semata-mata demi pendekatan pragmatis yang meleburkan aspirasi sosial dan politik masyarakat dengan lingkungan non-Islam yang dominan. Semua ini dengan harapan, pada akhirnya, dicapai suatu kemenangan dengan dilunakkannya tujuan akhir yang dicita-citakannya sendiri. Pragmatisme adalah sikap dasar asimilasi. Simbol dan produk asimilasi pragmatis ini adalah gerakan islamisasi. Para penggeraknya terutama, meski tidak terbatas pada, para intelektual Muslim yang kini banyak dikenal sebagai ’ekonom Islam’, serta sejumlah ’ulama’ yang mendukung mereka. Di antara tokohnya antara lain adalah Khursid Akhmad dan Taqi Usmani (keduanya ekonom dari Pakistan), sedangkan ulamanya adalah Syekh Yusuf Qardawi. Di tangan mereka prinsip-prinsip Islam diadaptasikan ke dalam pranata sosial, ekonomi, dan politik yang asing sama sekali dari praktek dan perilaku historis Islam. Hal ini telah mengakibatkan ditundukkannya Islam kepada kapitalisme. Secara lebih spesifik Sidi Umar mengatakan asimilasi adalah ’upaya [kaum] kapitalis untuk membawa Islam ke dalam pandangan dunia (world view) mereka,’ yang Website Wakala Induk Nusantara: www.wakalanusantara.com | Twitter: @ZaimSaidi
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dengan jelas dapat dilihat khususnya pada proses islamisasi. Dua pintu pertamanya adalah politik (negara) Islam dan bank Islam – seperti yang nanti akan kita bahas di bab-bab selanjutnya. Kata ‘Islam’ dipakai sekadar menjadi ’siasat pemasaran’ yang ditempelkan di belakang berbagai pranata kapitalistik tersebut: partai Islam, negara Islam, parlemen Islam, demokrasi Islam, bank Islam, pasar saham Islam, kartu kredit Islam, reksadana Islam, MLM (Multi Level Marketing) Islam, dan seterusnya. Sementara para aktivis Muslim dengan gagah, tetapi naif, selama tiga dekade terakhir ini melakukan islamisasi mereka tidak melihat motif freemasonik (humanisme dan konstitusionalisme yang diabdikan kepada kapitalisme) di baliknya: keberlangsungan sistem kehidupan yang tidak adil berdasarkan riba, yang kini telah menggurita sebagai kapitalisme global. Sejak awal kelahirannya pada abad ke-16 kapitalisme memang terhambat oleh doktrin agama, semua agama, yang memang melarang riba. Bahkan sejak zaman Yunani Kuno dahulu pun riba merupakan kegiatan yang bukan saja tercela dan dilarang dipraktekkan dalam masyarakat, tapi juga dipandang sebagai perbuatan yang berlawanan dengan alam. Karena tidak mungkin untuk sama sekali menghapuskan agama-agama, maka bagi kapitalisme, doktrin agamanya yang harus ditundukan, diperbarui. Tujuannya yang pertama dan yang utama adalah demi membenarkan riba. Dalam dua ratus tahun pertama reformasi dilakukan pada doktrin katolisisme, yang menghasilkan agama baru protestanisme, yang membolehkan riba dan mendukung kapitalisme. Dalam seratus tahun terakhir, sejak awal abad ke 20-an, giliran Islam-lah yang menjadi target untuk direformasi. Modernisme Islam adalah Protestanisme dalam Islam. Dua format besar reformasi agama adalah sebagai berikut:  



Pertama, atas nama pluralisme dan kebebasan beragama, reformasi bertujuan untuk menghalalkan riba sebagai bagian dari cara hidup modern. Kedua, atas nama demokrasi-konstitusional, reformasi bertujuan untuk menyeragamkan sistem politik yang menjamin kebebasan finansial (ribawi) ke dalam struktur politik modern (negara fiskal). Struktur negara ini selanjutnya akan melestarikan sistem ribawi tersebut. Tidaklah menjadi soal bahwa hal itu disebut sebagai ’Ekonomi Islam’ dan ’Demokrasi Islam’!



Kini kita menyaksikan kapitalisme, diislamisai atau tidak, yang telah sampai pada tahap puncaknya. Ketika tujuan mereka – yang selalu mereka kumandangkan sebagai ’biarkan pasar bekerja sendiri’ - telah sepenuhnya mereka kuasai, terlihat karakter sejatinya sebagai sistem yang merampas kebebasan itu sendiri. Dengan mengatasnamakan doktrin ’antifundamentalisme’ kapitalisme lanjut hari-hari ini hadir di tengah kita sebagai sebuah kekuatan otoriter yang sepenuhnya bekerja tanpa halangan, tanpa dapat dikendalikan lagi secara politik. Walaupun, sebagai sebuah paradoks, mereka menyebutkan mesin politik demokrasi yang menopangnya sebagai puncak kebebasan. Giorgio Agamben (2003), seorang filosof dari Italia, dalam buku terbarunya State of Exception, dengan jernih menunjukkan bahwa demokrasi dan totalitarianisme memiliki ’kekompakan terdalam’ (innermost solidarity). Keduanya setali tiga uang. Demokrasi adalah otoritarianisme in action. Kembali kepada isu pokok kita, yakni dua serangkai riba dan pajak, yang mendasari beroperasinya negara fiskal ini. Keduanya merupakan bentuk-bentuk Website Wakala Induk Nusantara: www.wakalanusantara.com | Twitter: @ZaimSaidi
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penindasan atas kebebasan individu yang dilarang dalam Islam. Keduanya merupakan ketidakadilan yang memastikan penguasaan segelintir orang atas kebanyakan orang lainnya. Atas dasar keduanya negara fiskal sepenuhnya bekerja mengendalikan kehidupan setiap individu. Dalam sistem yang mengklaim paling liberal ini toleransi pada apa pun, termasuk terhadap otoritas Tuhan, dibolehkan, tapi tidak dalam dua hal tersebut: riba dan pajak. Seseorang boleh untuk tidak bertuhan atau berpindah-pindah keyakinan sesukanya, tapi menolak membayar pajak dan riba saat berutang di bank? Penjara adalah ganjarannya. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dan akan kita buktikan nanti, bekerjanya negara fiskal berimplikasi praktis pada terampasnya kebebasan paling hakiki hak-hak individu warga negara: kebebasan bergerak, bertransaksi dan memiliki harta pribadi. ISLAM SATU-SATUNYA SOLUSI Tidak perlu diulang lagi di sini bahwa penindasan semacam itu adalah terlarang dalam syariah. Sistem Islam akan dengan secara kilat mengharuskan dikembalikannya kebebasan fundamental milik masyarakat untuk bertransaksi sesamanya. Hal ini bermula dari kebebasan untuk memilih alat tukarnya sendiri dan kebebasan dari keharusan membayar ongkos-ongkos yang tidak ada relevansinya dengan transaksi tersebut. Pada saat yang bersamaan hal ini akan mengharuskan direformasinya hukum alat tukar (the law of legal tender), serta memperlihatkan tidak dibutuhkannya uang kertas dan operasi perbankan. Pada gilirannya, di bawah ketentuan-ketentuan syariah, dengan kembalinya muamalat, tiap-tiap individu memperoleh kembali kemerdekaan sejatinya dari intrusihampir-total dari mesin politik negara. Islam dapat digambarkan dengan tepat, meminjam ungkapan Sidi Umar Vadillo (2003), sebagai ’pemerintahan tanpa negara, dan perdagangan tanpa riba’. Satu-satunya alternatif yang tersedia bagi kapitalisme adalah Islam. Simbol utama dari kapitalisme, sebagaimana akan diulas dengan rinci nanti, adalah alat pembayaran mereka, uang kertas dengan mesin perbankannya. Ini adalah secarik kertas tanpa harga kecuali nilai legal dari angka nominal di atasnya yang dipaksakan oleh negara kepada warganya melalui ketetapan hukum. Dalam Islam kebebasan sah yang sejati direpresentasikan dalam kebebasan bagi setiap orang untuk memilih sendiri alat pembayaran di atas. Sejarah panjang umat manusia menunjukkan, ketika kebebasan memilih itu tersedia, hampir semua orang memilih emas dan perak sebagai alat pembayaran. Dalam Islam keduanya kita kenal sebagai Dinar dan Dirham. Dinar dan Dirham telah ditetapkan aturan-aturannya di dalam syariah walaupun pemakaiannya tidak pernah dipaksakan.
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Koin Dinar Emas dan Dirham Perak Kini telah kembali dicetak di Indonesia, selain di sejumlah wilayah lain di dunia, sejak 2000. Dinar Emas ini untuk pertama kalinya dicetak di zaman mutakhir ini di Granada, Spanyol, 1992.



Kembalinya Dinar dan Dirham bagi umat Islam telah mengawali berakhirnya kapitalisme. Sepanjang uang kertas masih terus bercokol di dalam masyarakat, dengan pengabsahan dalam sistem negara fiskal, kaum Muslimin akan terus berada dalam perbudakan oleh sistem ribawi. Isu Dinar dan Dirham menunjukkan perbedaan kontras antara penerapan syariah dan tesis memperbudak dari modernisme Islam yang menolak Dinar dan Dirham, tapi memastikan diterimanya perbankan (dengan label Islam). Bank Islam dan Dinar merupakan dua simbol dari dua cara hidup yang berbeda. Satu cara hidup yang asing dari umat Islam, kapitalisme, dan yang lain alat pembebasan umat dan alat untuk kembali menjadi bangsa yang satu dalam satu bendera. Islam tidak mengenal 40-50 mata uang kertas, sebanyak ’negeri Muslim’ yang menerbitkannya, tetapi hanya satu model: bimetalik Dinar dan Dirham. Sebagaimana akan ditunjukkan lebih jauh nanti perbankan Islam merupakan ’pelecehan canggih’, dalam pengertian manipulatif, atas syariah serta istilah dan makna berbagai kontrak dalam muamalat. Islamisasi bank merupakan pengabaian sama sekali model asli Islam sebelum ada perbankan. Fakta paling nyata dari pengabaian ini adalah dilupakannya mata uang Islam, Dinar dan Dirham, dan keengganan perbankan Islam untuk menerima dan memastikan, bahwa Dinar dan Dirham adalah ’mata uang syariah’ dalam Islam.
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